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    ABSTRAK            

: 
a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  c 

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan  Umum, Tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemilihan 
Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur 
dan  Wakil  Gubernur  menyusun  dan  menetapkan  pedoman 
teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraanPemilihan Umum 
Gubernur    berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang 
undangan; 

 b. Bahwa .berdasarkan  ketentuan  Pasal  90  Peraturan  Komisi 
  Pemilihan Umum Nomor 69  Tahun  2009  tentang  Pedoman 

  Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
  Kepala Daerah sebagaimanadiubah dengan Peraturan Komisi 
  Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan untuk 
  keperluan  Pemilihan  Umum  Gubernur  dan  wakil  Gubernur, 
  Komisi PemilihanUmum ProvinsimenetapkanPedomanTeknis 
  tentang  Tata  Cara  Kampanye dengan  berpedoman  kepada 
  Peraturan Komisi PemilihanUmum; 

 c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
  dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pedoman teknis 
  tentang   Tata   Cara   Kampanye   dalarn   Pemilihan   Umum 
  Gubernurdan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013; 
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Pedoman  Teknis  Tata Cara Kampanye  Pemilihan  Umum Gubernur 

dan Wakil  Gubernur  Sumatera  Selatan  Tahun 2013   sebagaimana 

tercantum     dalam     Lampiran     yang    merupakan     bagian    tidak 

terpisahkan  dari Keputusan  ini. 
 

- Keputusan    ini   mulai   berlaku   pada   tanggal   ditetapkan    

dengan ketentuan   bahwa  segala  sesuatunya   akan  diubah  dan  

diperbaiki kembali  sebagaimana   mestinya  apabila  di kemudian  

hari terdapat kekeliruan  dalam   Keputusan  ini. 
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